BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 244 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1)

8

Peraturan Menteri Perumahan dan Rakyat Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu
membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran



.

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 6633);

Menteri Perumahan dan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490),

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
786);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

i

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 07);

21.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 25);

22.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

tidak dipisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

o ]

o o

T

mengoordinasi seluruh proses penyusunan Rencana
pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP), mulai dari rencana kerja, pengumpulan

data, analisis, perumusan rencana program dan kegiatan;
membentuk tim penyusunan RP3KP;

memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis

kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;

menampung aspirasi masyarakat;
mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;

gubernur atau bupati; dan

menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-
forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan

melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada
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i. menyusun draft rancangan peraturan daerah atau peraturan
bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /& 7V 224

Pj. BUPATI TABALONG,

v Qo

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1
2.
3.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 244 /2024
TANGGAL /¢ ﬁqq' 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

PENGARAH

Pj. Bupati Tabalong

A. KETUA

Pj. Sekretaris Daerah kabupaten Tabalong

B. WAKIL KETUA I

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten
Tabalong

C. WAKIL KETUA II

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Tabalong

D. SEKRETARIS I

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong

E. SEKRETARIS II

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong

F. ANGGOTA

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tabalong

PELAKSANA

A. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Koordinator

Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappedalitbang Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tabalong

B. BIDANG TEKNIS PKP

Koordinator Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

Anggota Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappedalitbang Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong

Kepala Bagian Teknis PDAM Kabupaten Tabalong
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Kepala Seksi Perencanaan PT. Air Minum Tabalong Bersinar
Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tabalong

JF Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Infrastruktur
Bappedalitbang Kabupaten Tabalong

Analis Pengembangan  Infrastruktur  Bappedalitbang
Kabupaten Tabalong

JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tabalong

Kepala UPT IPLT Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tabalong

Kepala UPT TPA Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tabalong

C. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Koordinator Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong
Anggota Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong

JF Analis Kebijakan Sub Koordinator Kesling dan Kesjaor
Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

D. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI

Koordinator Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
Anggota JF Pranata Humas Ahli Muda Pada Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong

JF Analis Bahan Tata Kelola Bidang Telekomunikasi Pada
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tabalong
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Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong

JF Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,

o Qe

HAMIDA MUNAWARAH




